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NOTULEN RAPAT RSJD SURAKARTA

Hari/ Tanggal . Senin, 11 Februari 2019

Waktu . 08.30 WIB - Selesai

Tempat . Aula Indraloka

Materi . Uji Konsekuensi DIP tahun 2019
Jumlah hadir : 56 Orang

Pemimpin Rapat : PIlt. Direktur RSJD Surakarta

RINGKASAN RAPAT

1. Pembukaan dan Sambutan oleh PIt. Direktur RSJD Surakarta ibu dr. Agustini
Christiawati, MM
e Tujuan dilaksanakan acara Uji Konsekuensi adalah untuk menetapkan Daftar

Informasi yang dikecualikan dan Daftar Informasi Publik (DIP) 2019

2. Pembahasan
a. Ir. Arief Boedijanto, M.Si Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah
e Single Data system (SDS) untuk kemudahan akses data oleh publik
® Tujuan Single Data system (SDS) adalah untuk pembangunan daerah di Jawa
Tengah
e Manfaat Single Data system (SDS) untuk
- Sebagai pengambilan kebijakan strategis Pimpinan (policy brief);
- Sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan eval
uasi pembangunan;
- Berbagi pakai data antar SKPD;
- Sebagai bukti Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yg secara agregat akan di
publikasikan melalui aplikasi Open Data;

- Sebagai Tulang Punggung Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan;



Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik

bertujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang

Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Tehnik Pengujian Konsekuensi : Menyebutkan secara jelas,

dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi,

Mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian,

Mencantumkan konsekuensi, Mencantumkan jangka waktu

Kelengkapan Naskah Pertimbangan

- Daftar Hadir (khususnya Atasan PPID dan para Tim Pertimbangan)

- Usulan Bidang (PPID Pembantu ditingkat PPID Utama)

- Notulensi Proses

- Pertimbangan - pertimbangan Ahli / Narasumber (Apabila diperlukan)

- Dalam melaksanakan  pengujian konsekuensi, PPID dilarang
mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur

dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

b. Slamet Haryanto, SH, MM Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Evaluasi Self Assesment Quesioner (SAQ) dan Daftar Informasi Publik (DIP)

2018

Membuat aplikasi PPID berbasis Android, Linux, Apple

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah Penetapan Informasi sebagai Infor

masi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pengujian Konsekuensi Dapat Dilakukan :

- sebelum adanya permohonan Informasi Publik;

- pada saat adanya permohonan Informasi Publik;

- pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis
Komisioner.

Evaluasi dan pemeringkatan

- Penilaian Informasi Publik Website bulan Maret — April 2019

- Nilai Kuesioner Penilaian Mandiri / Self Assesment Quesioner (SAQ)
bulan September 2019

- Ambang Batas Minimal (passing grade) Penetapan Badan Publik lolos
visitasi verifikasi

- Visitasi Verifikasi bulan Oktober 2019

a. Kegiatan presentasi terbuka



b. Verifikasi kebenaran SAQ
- Ambang batas (passing grade) lolos presentasi akhir
- Presentasi akhir bulan November 2019
e Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji konsekuensi Informasi yang

dikecualikan tahun 2019

3. Tanya Jawab, Usulan & Tanggapan
a. Bapak Sumina, SIP, MH

Akan segera dilakukan perbaikan

- Sudah mendapat dukungan dari Manajemen

Memperbarui Tim PPID

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi Dikecualikan tahun 2019
segera diperbaiki

4. Penutup oleh Kabag Umum RSJD Surakarta

Surakarta, 11 Februari 2019
Mengetahui Notulis

ristiawati, MM Ania Widya P
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